
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5 
            Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58  ByPass,  Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat 

Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201 
 

Nomor :   1255/DJU/TI1.1.1/VI/2025/DJU/HM.02.3/1/202               Jakarta, 10 Juni 2026 

Lampiran :   2 (dua) lembar. 

Hal    :   Perbaikan ketidaksesuaian pencatatan  

  pidana denda putusan pada aplikasi SIPP.  

       

Yth. Ketua Pengadilan Negeri  

        (Daftar Terlampir) 

        di 

 Tempat 

Berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi data pada aplikasi SIPP sampai dengan 

bulan Mei tahun 2026, khususnya terkait pencatatan  besaran pidana denda dan subsidair 

dalam perkara pidana, ditemukan adanya perbedaan nilai yang disebabkan oleh kesalahan 

dan ketidaktelitian satuan kerja dalam pengisian data yang selengkapnya dapat diakses 

melalui laman s.id/Pidana_Denda_Salah_Nominal dan s.id/Pidana_Denda_Subsidair. 

Hal tersebut mengakibatkan data besaran pidana denda dan subsidair pada aplikasi 

SIPP menjadi tidak valid yang pada akhirnya berdampak pada ketidakakuratan data yang 

digunakan oleh pimpinan maupun lembaga. 

Untuk itu diminta agar segera dilakukan perbaikan pada SIPP sebagaimana data yang 

kami sampaikan. Selanjutnya agar Pimpinan Pengadilan Negeri meningkatkan monitoring 

dan evaluasi akurasi data SIPP sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Umum Nomor 100/DJU/TI1.1.1/I/2025 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP  

secara berkala guna memastikan data yang dicatatkan pada SIPP telah sesuai dengan amar 

putusan Majelis Hakim. 

Demikian agar menjadi perhatian dan tidak terulang kembali di kemudian hari. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Lampiran  
Nomor : 1255/DJU/TI1.1.1/VI/2025/DJU 88 
Tanggal : 10 Juni 2026 
Hal : Perbaikan ketidaksesuaian pencatatan  

pidana denda putusan pada aplikasi SIPP 

 
Daftar Pengadilan Negeri :  

1. Pengadilan Negeri Idi 

2. Pengadilan Negeri Sinabang 

3. Pengadilan Negeri Medan 

4. Pengadilan Negeri Rantau Prapat 

5. Pengadilan Negeri Pematang Siantar 

6. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 

7. Pengadilan Negeri Balige 

8. Pengadilan Negeri Padang 

9. Pengadilan Negeri Pariaman 

10. Pengadilan Negeri Bukittinggi 

11. Pengadilan Negeri Pekanbaru 

12. Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri 

13. Pengadilan Negeri Tembilahan 

14. Pengadilan Negeri Bangkinang 

15. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 

16. Pengadilan Negeri Muara Bungo 

17. Pengadilan Negeri Tebo 

18. Pengadilan Negeri Palembang 

19. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 

20. Pengadilan Negeri Sekayu 

21. Pengadilan Negeri Bintuhan 

22. Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

23. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

24. Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

25. Pengadilan Negeri Jakarta Timur 

26. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

27. Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

28. Pengadilan Negeri Bandung 

29. Pengadilan Negeri Tasikmalaya 

30. Pengadilan Negeri Bekasi 

31. Pengadilan Negeri Karawang 

32. Pengadilan Negeri Subang 

33. Pengadilan Negeri Bogor 

34. Pengadilan Negeri Cibadak 

35. Pengadilan Negeri Bale Bandung 

36. Pengadilan Negeri Depok 

37. Pengadilan Negeri Cibinong 

38. Pengadilan Negeri Semarang 

39. Pengadilan Negeri Pati 

40. Pengadilan Negeri Demak 

41. Pengadilan Negeri Purworejo 

42. Pengadilan Negeri Kebumen 

43. Pengadilan Negeri Surakarta 

44. Pengadilan Negeri Wonogiri 

45. Pengadilan Negeri Klaten 

46. Pengadilan Negeri Cilacap 
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47. Pengadilan Negeri Yogyakarta 

48. Pengadilan Negeri Sleman 

49. Pengadilan Negeri Surabaya 

50. Pengadilan Negeri Sidoarjo 

51. Pengadilan Negeri Jombang 

52. Pengadilan Negeri Bondowoso 

53. Pengadilan Negeri Banyuwangi 

54. Pengadilan Negeri Kediri 

55. Pengadilan Negeri Tulungagung 

56. Pengadilan Negeri Blitar 

57. Pengadilan Negeri Bangil 

58. Pengadilan Negeri Pamekasan 

59. Pengadilan Negeri Kab. Madiun 

60. Pengadilan Negeri Kepanjen 

61. Pengadilan Negeri Tangerang 

62. Pengadilan Negeri Denpasar 

63. Pengadilan Negeri Mataram 

64. Pengadilan Negeri Praya 

65. Pengadilan Negeri Kupang 

66. Pengadilan Negeri Atambua 

67. Pengadilan Negeri Pontianak 

68. Pengadilan Negeri Ketapang 

69. Pengadilan Negeri Sambas 

70. Pengadilan Negeri Palangkaraya 

71. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 

72. Pengadilan Negeri Banjarmasin 

73. Pengadilan Negeri Kotabaru 

74. Pengadilan Negeri Balikpapan 

75. Pengadilan Negeri Sangatta 

76. Pengadilan Negeri Manado 

77. Pengadilan Negeri Luwuk 

78. Pengadilan Negeri Sungguminasa 

79. Pengadilan Negeri Pinrang 

80. Pengadilan Negeri Kendari 

81. Pengadilan Negeri Mamuju 

82. Pengadilan Negeri Ambon 

83. Pengadilan Negeri Masohi 

84. Pengadilan Negeri Ternate 

85. Pengadilan Negeri Manokwari 

86. Pengadilan Negeri Sorong 

87. Pengadilan Negeri Jayapura 

88. Pengadilan Negeri Wamena 

89. Pengadilan Negeri Biak 

90. Pengadilan Negeri Malili 

91. Pengadilan Negeri Oelamasi 

92. Pengadilan Negeri Sei Rampah 

93. Pengadilan Negeri Mukomuko 

94. Pengadilan Negeri Cikarang 

95. Pengadilan Negeri Penajam 

96. Pengadilan Negeri Belopa 

97. Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa 

98. Pengadilan Negeri Tobelo 
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